
PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHEM BARAT NOMOR 10 TAI{UN 2O1S

TEI'ITANG STRUKTUR ORGANISA$I PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a, bahwa untuk melaksanakan ketentuan PASAL I dan FASAL ll Peraturan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Halmahera Barat l,iomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dijabarkan Struktur Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Baratdengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-UndanE Nornor 23 Darurat
Tahun 1957 ientang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Daerah Tingkat ll Dalam Wilayah
Daerah Swatantra Tingkat I Maiuku menjadi Undang-Undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4.6

Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten
fulaluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara,

Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maluku Utara;

4. l.Jndang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana diubah
dengan PERPU Nomor 'tr Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stahilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (C0ViD-19)

dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang lvlembahayakan Perekonomian Nasional
danlaiau Stabilitas Sistem Keuangan;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan trlegara sebagaimana diubah
dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Penanganan Pandemi COVID-19 daniatau dalam Rangka Menghadapi
,Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasionaldanlatau Stabiliias Sistem Keuangan;

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan,

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

L Undang-i.Jndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Aniara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipii;

11 Peraiuran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di

Daerah;

14, Peraturan Menteri Sosial Nornor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial

Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota:

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman

Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan lnformatika;

16, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Femetaan Urusan

Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata:

17. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2A16 tentang Pedoman

Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerla Pada Dinas Pemuda dan Olahraga;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor  3/Permentan/OT.010lB/2016 tentang Pedoman

Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Frovinsi

dan Kabupaten/Kota;

19, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2A16 tentang Pedoman Teknis

Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74lMenlhk/Setlen/Kum.1l8l2016

tentang Pedoman Perangkat Daerah Provinsi dan KabupateniKota Yang Melaksanakan Urusan

Pemerintahan Lingkungan Hidup;

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur,

Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan Bidang Perhubungan;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur

Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah/Kabupaten Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ientang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan

Unit Kerla Sekreiariat Daerah Propinsi dan KabupateniKota;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,

Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun

2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana cji Provinsi, Kabupaien dan Kota;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

30. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

31. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 Struktur Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT N0M0R 10

TAHI..!N 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT
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PASAL I

Seberapa ketentuan Peraturan Eupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 202i tentang perubahan Atas
Peraiuran Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Siruktur Organisasi 

-perangkat 
Daerah

Kabupaten Halmahera Barat, diubah dan digantidengan rincian sebagai berikuf:

A' PASAL I huruf I diubah dan diganti sehingga keseluruhan PASAL I huruf B menjadi sebagai berikut:

PASAL I

B, BAB lV Susunan Organisasi Perangkat Daerah Bagian Keempat Dinas Daerah paragraf 2 Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pasal 28 diubah sehiigga menjadi
Pasal 28.A dan Pasal 28,B sebagai berikut:

Pasal28,A

{1} Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Tipe B, terdiridari:
1. Kepaia Dinas.

2. sekreiariat membawahi : sub Bagian umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kesehatan Masyai-akat.
4. Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit,

5. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
6. Unii Pelaksana Teknis Dinas.

7, Kelompok Jabatan Fungsionai.

{2i Sagan Struktur Crganisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat {1} tercantuni pada
Lampiran I Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal28.B

i1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Ketuarga Berencana Tipe B, terdiridari:
1, Kepala Dinas"

2, sekretariat membawahi r sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3, Bidang Pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan.

4. Bidang Keluarga Berencana.

5" Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas,

7, Kelompok Jabatan Fungsionai.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Ketuarga Berencana sebagairnana
tersebut pada ayat {1) tercantum pada Lampiran ll Peraturan Bupati ini, yang merupaka* satu
kesatuan yang tidak terpisahkan.

PASAL II

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur 3rganisasi
Ferangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, diubah dan diganti dengan rincian sebagaiberikut:

A" BA$ lV Susunan Organisasi Perangkat Daerah Bagian Kelima Paragraf 2 Badan pengelola Keuangan
Daerah Pasal 50 diubah sehingga menladi Pasal 50.A dan Pasal 50.8 iebagai berikut :

Pasal50,A

{1) Susunan 0rganisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, terdiri dari:
1. Kepala Badan

2 , Sekretariat rnembawahi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3, Bidang Anggaran

a. Sub Bidang Anggaran pegawai

b. Sub Bidang Modal, Barang dan Jasa



4. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

a. Sub Bidang Perbendaharaan

b. Sub Bidang Akuntansi

5. Bidang Aset

a. Sub Bidang Barang Bergerak

b. Sub Bidang Barang Tidak Bergerak

6 Unit Felaksana Teknis Badan

7, Kelompok Jabatan Fungsional

i2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tersebut pada ayat {1}

tercantum pada Lampiran lll Peraturan Bupati ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan.

Pasal 50.8

{1} Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Tipe B, terdiridari:

1. Kepala Badan

2. Sekretariat membawahi : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Pendapatan dan Regulasi

a, Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

b. Sub Bidang Regulasidan Keqasama

4. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

a, Sub Bidang Pendataan dan Penetapan

b. Sub Bidang Pelaporan dan Sosiaiisasi

5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

a, Sub Bidang Fengendalian, Monitoring dan Evaluasi

b. Sub Bidang Pengelolaan Sistem lnformasi Pendapatan Daerah

6. Unit Pelaksana Teknis Badan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

{2} Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagairnana tersebut pada ayat {1}

tercantum pada Lampiran lV Peraturan Bupati ini. yang merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan.

PASAL III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Haimahera Barat.

Ditetapkan di :Jailolo
pada tanggal : 15 2423

BUPATI BARAT,

JAMES UANG

Diundangkan di : Jailolo
padatanggal : 15 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABU PATEN HALMAHERA BARAT,

@
M. SYAHffL ABD. RADJAK

ll
BEEITA DAERAII KABUPATEN II.AT.;MAIIERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 1B

d



Safnan sesual dengan aslinya.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Kab. Halmahera Barat

Lalomo, SH, LL.M

Pembina lV/a

9730128 200604 1 009
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